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Abstract 

Getting a job is something that everyone really wants without exception for 

people with physical disabilities. In Metro, there are many people with physical 

disabilities who do not or have not gotten a job so they do anything to survive. 

This study was conducted to determine employment opportunities for people 

with physical disabilities based on the Law of the Republic of Indonesia Number 

8 of 2016 article 53. Data in this study were obtained through observation and 

interview process to the heads of agencies and people with physical disabilities 

in Metro. Based on the results of the analysis of the data obtained, it can be 

concluded that the job opportunities for persons with physical Disabilities in 

Metro are still relatively low and the rights to obtain employment for persons 

with disabilities as stipulated in the Act are still not well realized. 
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PENDAHULUAN 

Usaha pelayanan terhadap penyandang disabilitas kerap dilakukan oleh pemerintah serta 

berbagai kalangan di masyarakat. Sebuah bentuk empati  dalam rangka pemenuhan atas hak 

pendidikan dan kesejahteraan sosial. Hak mendasar yang secara kodrati dapat dimilik oleh 

setiap warga Negara adalah hak Asasi Manusia. Selain itu, hak penyandang Disabilitas yang 

juga diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, yaitu memperjuangkan haknya secara kolektif 

dalam pembangunan Bangsa dan Negara (Pasal 28C ayat 2) yang bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan merendahkan derajat dan martabat serta bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar 

apapun.  Hal tersebut kemudian diperjelas dengan peraturan pasal 28 D ayat (2) yang 

menjelaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak asasi dari setiap warga Negara ini 

kemudian sejalan dengan adanya kewajiban pemerintah yang tertuang dalam Pasal 281 bahwa 

perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi adalah tanggungjawab negara 

terutama pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa keberadaan penyandang disabilitas harus 

mendapatkan jaminan dari pemerintah. 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53, disebutkan 

bahwa lembaga pemerintahan, BUMN, maupun BUMD memiliki kuota minimal 

mempekerjakan 2% tenaaga penyandang disabilitas, sedangkan perusahaan swasta minimal 

mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas sebanyak 1% untuk mendapatkan 

pekerjaan yang akan memberi kontribusi, baik pada tingkat individu penyandang disabilitas itu 

sendiri dalam bentuk kehidupan yang lebih produktif.  Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah 

pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, 

penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa 

diskriminasi kepada penyandang disabilitas.  
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Menurut data statistik terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik  Provinsi 

Lampung pada tanggal 26 Agustus 2015, jumlah penyandang disabilitas yang ada di Lampung 

Mencapai 23.000 Jiwa.  Sementara pada tahun 2018 ini ada sekitar 1.666 penyandang disabilitas 

yang masih berstatus pelajar dan mengikuti pendidikan di 25 SLB di Provinsi Lampung.   

Di Kota Metro ini misalnya, terdapat lebih dari 50 penyandang disabilitas yang telah lulus 

pendidikan jenjang SMA tidak memiliki pekerjaan tetap dikarenakan tidak semua tempat atau 

perusahaan yang mau menerima karyawan dengan keterbatasan dan hambatan penyandang 

disabilitas.  Situasi seperti ini yang menyebabkan mereka melakukan berbagai usaha demi 

kelangsungan hidup, mulai dari menjaga warung, berjualan Koran dan lain sebagainya yang 

hasilnya tentu tetap belum mencukupi kebutuhan pokok mereka. 

Kondisi yang terjadi kemudian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan melakukan observasi terlebih dahulu mengenai keberadaan dan pekerjaan mereka di 

Kota Metro. Pada dasarnya para penyandang disabilitas telah dibekali keterampilan dari tempat 

mereka bersekolah. Contoh keterampilan bagi penyandang tuna rungu siswa lulusan SLB 

Wiyata Dharma dibekali keterampilan membatik dan membuat sandal.  Bekal keterampilan 

yang telah dimiliki ternyata belum cukup untuk menunjang kebutuhan mereka, karena terbukti 

mereka harus pula melakukan pekerjaan lain demi keberlangsungan hidup yang lebih layak. 

Potensi yang ada pada penyandang disabilitas seharusnya dapat dikembangkan lebih baik 

lagi dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penyandang 

Disabilitas. Pekerjaan sebagai Office Boy pada suatu perusahaan mungkin saja dapat menjadi 

alternative bagi mereka.  

Penelitian ini menggambarkan seberapa besar peluang para penyandang disabilitas 

memperoleh pekerjaan yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengingat bahwa  

setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan 

kesuksesan. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif bermaksud mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara detail fenomena yang terjadi di Kota Metro mengenai hak pekerjaan 

penyandang disabilitas, sehingga dapat diketahui akar pokok permasalahan yang dikaji, 

sekaligus menyajikan solusi sesuai dengan sifat masalah yang dihadapi. Pengumpulan data 

teoritik dilakukan melalui studi pustaka (library research). Pengumpulan data empirik 

menggunakan teknik berikut teknik Indepth Interview (wawancara mendalam) yaitu 

memperoleh data secara langsung melalui dialog mendalam berkenaan dengan peluang kerja 

penyandang disabilitas di Kota Metro kepada pimpinan Instansi dan penyandang disabilitas. 

Selain itu, Observasi juga dilakukan dengan mengungkap fenomena berkaitan dengan hak-hak 

penyandang disabilitas di Kota Metro, terutama hak mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan 

sosial.  

Triangulasi yang digunakan sebagai validitas data adalah triangulasi sumber yaitu 

membandingkan data wawancara dengan hasil observasi atau isi suatu dokumen, melakukan 

cross check kepada atasan atau bawah, atau partner narasumber terkait mengenai benar atau 

tidaknya data yang telah didapatkan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode deskriptif-interpretatif dengan memberikan penafsiran atau interpretasi 

peranan proses berfikir dari peneliti yang secara umum harus bersifat rasional, kritis, analitik, 

sintetik dan logis dengan melakukan: 1) identifikasi fenomena yang diteliti, 2) identifikasi 

sasaran dalam penelitian, 3) generasi hipotesis, 4) pengumpulan data, 5) analisis data dan 

interpretasi, dan 6) kesimpulan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penyajian hasil penelitian untuk mengetahui peluang kerja penyandang disabilitas di Kota 

Metro dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh melalui wawancara yang 

dilaksanakan dengan Pimpinan Instansi Pemerintah dan penyandang disabilitas di kota Metro. 

Data yang disajikan pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada 
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beberapa pimpinan instansi yang berada di kota Metro, diantaranya; 1) Ibu Siti Aisyah sebagai 

kepala Dinas Koperasi, 2)  Ibu Ria Andari sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kota metro, 3) Ibu Rachmayani sebagai Kepala Pukesmas Iringmulyo Metro timur, 4) Ibu Yuli 

Hartati Sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri Metro, 5) Ibu Ika Yuniarti Kasubdit Kesejahteraan 

sosial dan Kebudayaan BAPPEDA, 6) Bapak Subehi Sebagai Sekretaris Dinas sosial Kota 

Metro. Adapun hasil wawancara kepada pimpinan-pimpinan instansi diatas disampaikan 

sebagai berikut: 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pimpinan Instansi, terdapat beberapa 

kemiripanan jawaban meskipun tidak sama persis. Kesamaan itu tampak pada sikap dan respon 

dari pihak instansi yang belum mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang mengatur 

tentang hak para penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh pekerjaan pada suatu instansi. 

Pada dasarnya mereka menerima keberadaan para penyandang disabilitias di lingkungan kerja 

yang mereka pimpin dengan segala kemampuan mereka selama para penyandang disabilitas 

dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Seperti Puskesmas Iringmulyo Metro Timur 

misalnya, telah mempekerjakan penyandang disabilitas dengan hambatan bicara yaitu Mulyono. 

Pihak Puskesmas memperhatikan Mulyono sebagai sosok yang ini rajin karena beberapa kali 

dipanggil untuk membersihkan rumput, merapihkan tanaman, dan membersihkan halaman 

puskesmas dengan hasil yang memuaskan. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya pimpinan 

Puskesmas untuk merekrut Mulyono sebagai karyawan dari Puskesmas Iringmulyo sebagai 

Cleaning Service. 

Sejauh ini pihak Puskesmas tidak membatasi siapapun untuk mengajukan lamaran 

pekerjaan tetapi karena memang sehat jasmani dan rohani ini selalu menjadi persyaratan yang 

telah ditentukan sehingga mungkin hal ini menyebabkan belum pernah ada pelamar disabilitas. 

Beliau juga menyampaikan beberapa contoh pekerjaan lain yang mungkin dapat dikerjakan oleh 

penyandang disabilitas. seseorang yang harus beraktifitas dengan kursi Roda karena hambatan 

yang dimiliknya mungkin saja dipekerjakan pada bidang keahlian yang fokus dengan computer 

selama orang tersebut menguasai ilmu komputer. Selain itu, posisi sebagai pembantu rumah 

tangga sangat mungkin dilakukan oleh tuna rungu. Mereka akan tetap terampil melakukan 

pekerjaan seperti menyiapkan air minum untuk para pegawai, mempersiapkan konsumsi jika 

terdapat acara kantor, dan bertanggungjawab menjaga dapur agar tetap selalu bersih. Kendala 

mengenai persyaratan sehat fisik dan mental ini yang kemudian seolah menjadi batasan bahwa 

lowongan tersebut hanya untuk para penyandang disabilitas. 

Di kesempatan lain, Ibu siti Aisyah selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM kota 

Metro menyampaikan bahwa terdapat penyandang disabilitas di instansi yang beliau pimpin 

yaitu Heru yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hanya beberapa kendala 

saja saat mengerjakan tugas lewat komputer. Saat ditanya soal hak-hak penyandang disabilitas 

yang tertuang dalam UU PD nomor 08 tahun 2016, beliau menyatakan pernah mengikuti Forum 

Group Discussion tentang hal tersebut di SLB Wiyata Dharma Metro. Hal itulah yang 

menyebabkan dinas untuk tetap mempertahankan Heru sebagai karyawan kontrak. Dalam 

wawancara tersebut beliau menyarankan agar berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja terkait 

dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu 

dalam konteks memerhatikan penyandang disabilitas, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan 

pelatihan usaha mikro, kecil dan menengah bagi mereka dan membantu proses pemasarannya. 

Bahkan dengan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Metro memiliki kerjasama dengan 

beberapa swalayan untuk pemasarannya.  

Terkait dukungan mengenai para penyandang disabilitas, kepala Dinas Koperasi 

meyampaikan bahwa bisa saja mereka menerima lebih dari satu penyandang disabilitas di 

tempatnya selama aturan dari pemerintah itu jelas dan terstruktur mengenai lowongan pekerjaan 

untuk umum dan khusus bagi para penyandang diasbilitas memiliki syarat dan ketentuan yang 

tidak dapat disamakan dengan pelamar umum. Misalnya dibuka lowongan pekerjaan Kepala 

Dapur bagi penyandang disabilitas dengan ketentuan hambatan pendengaran, sehingga amanat 

undang-undang dapat diterapkan dengan baik. 
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Pada instansi lain, yaitu SLB Negeri Kota Metro, berdasarkan penuturan dari Ibu Yuli 

Haratati, Ada 6 penyandang disabilitas yang bekerja sebagai staff administrasi dan kebersihan. 

Ibu Yuli mengungkapkan alasan untuk menerima mereka karena amanat undang-undang selain 

aspek kemanusiaan. Secara administratif mereka mendapatkan SK dari kepala sekolah. Saat 

ditanya mengenai insentif bulanan, beliau menuturkan bahwa pada saat ini belum mampu untuk 

menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Namun demikian setidaknya SLB 

Negeri Kota Metro sudah berusaha untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. 

Wawancara kemudian dilanjutkan kepada Ibu Ika Yuniarti sebagai Kasubbid 

Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan BAPPEDA Kota Metro. Beliau meyampaikan bahwa 

belum ada pegawai dengan penyandang disabilitas di BAPPEDA. Selama ini memang belum 

pernah membuka lowongan yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas. Beliau juga 

menuturkan bahwa belum pernah ada sosialisasi mengenai kewajiban instansi dalam 

mempekerjakan para penyandang disabilitas dari pemerintah daerah yang dengan hal ini 

diyakini bahwa instansi lain juga kemungkinan besar mengalami hal yang sama. Meskipun 

belum ada pegawai disabilitas tetapi instansi BAPPEDA telah menerapkan gedung yang ramah 

akan penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya tangga yang landai dapat 

diakses oleh para penyandang disabilitas. 

Wawancara yang terakhir adalah wawancara yang dilakukan kepada Sekretaris Dinas 

sosial yaitu Bapak Subehi. Ketika diwawancarai terkait ada atau tidaknya pegawai yang 

berkebutuhan khusus, beliau menyampaikan tidak ada karena memang pihak Dinsos belum 

pernah membuka lowongan pekerjaan yang khusus bagi penyandang disabilitas. Meskipun 

demikian, pihak dinas telah berupaya membantu para penyandang disabilitas dengan 

memberikan sosialisasi tentang beberapa kegiatan atau aktifitas yang dapat dilakukan oleh 

mereka untuk kemudian dapat menghasilkan uang. Soaisalisai yang pernah dilakukan 

diantaranya, pelatihan membuat sulam usus bagi para penyandang disabilitas wanita, pelatihan 

mekanik atau perbengkelan bagi mereka yang berminat pada bidang ini, mereka dapat 

megetahui permasalahan yang sering terjadi pada kendaraan bermotor dan memperbaikinya. 

Bagi tuna netra, disediakan pelatihan pijat, dimana para penyandang disabilitas dapat melatih 

kemampuan mereka untuk melancarkan peredaran darah. Semua kegiatan sosialisasi dan 

pelatihan diatas bertujuan agar para penyandang disabilitas dapat lebih mandiri dan bekerja 

sesuai dengan kemampuan mereka dengan membuka usaha sendiri. Tidak hanya itu, Dinas 

Sosial juga memberikan bantuan berupa gerobak dagang yang dapat dimanfaatkan, kemudian 

bantuan berupa paket alat musik juga pernah diberikan kepada komunitas tuna netra di Kota 

Metro. 

Meskipun bantuan telah dikucurkan untuk para penyandang disabilitas, tetapi tidak semua 

dapat berjalan dengan baik. Ketidak mampuan mereka dalam mengatur usaha mungkin menjadi 

salah satu penyebabnya. Banyak program yang hanya berhenti tanpa adanya tindak lanjut dari 

pihak pemerintah daerah dan dengan tidak efektifnya usaha yang mereka jalankan akhirnya 

memaksa mereka untuk kembali pada aktifitas mereka sebelumnya, yaitu kegiatan seperti 

mengamen di SPBU, menjual Koran, dan kegiatan lain yang pada dasarnya harus mereka 

hindari. 

Amanat Undang-undang memang sebaiknya dilaksanakan oleh instansi yang telah 

ditentukan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak 

2% dari jumlah pegawai pada instansi Pemerintah, dan 1 % untuk instansi swasta. Terkait hal 

ini, perlu adanya edaran atau sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan yang telah 

diamanatkan melalui undang-undang tersebut dan agar semua instansi pemerintah membuka 

lowongan pekerjaan khusus bagi para penyandang disabilitas dengan syarat dan ketentuan yang 

sesuai dengan kondisi mereka.  

Sedangkan wawancara dengan para penyandang disabilitas yang tersebar pada beberapa 

instansi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka mampu menyelesaikan tugas utama 

mereka dengan baik. Mereka juga percaya diri ketika harus berkomunikasi dengan banyak 

orang dan tidak keberatan jika diminta untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan yang diluar 
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tugas utama mereka. Keyakinan dan ketulusan bahwa dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya 

akan memberikan dampak yang baik pula terhadap mereka. 

Hal yang masih dirisaukan oleh para penyandang disabilitas adalah belum semua 

penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan yang sama seperti mereka, yaitu bekerja dan 

diterima baik pada suatu instansi atau tempat kerja yang layak dengan penghasilan yang layak 

pula. Masih terdapat banyak penyandang disabilitas yang menghabiskan waktunya dengan 

mengamen, berjualan koran dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena 

itu diharapkan adanya sikap tegas dari pemerintah untuk mengentaskan masalah tersebut, salah 

satunya  dengan memberikan sosialisasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan secara umum 

dan lembaga swasta secara khusus tentang pentingnya memberikan ruang dan hak yang sama 

bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis keterbatasan yang 

mereka miliki. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peluang kerja 

penyandang disabilitas di Kota Metro masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan tidak 

adanya formasi khusus bagi pelamar disabilitas dalam perektrutan pegawai. Hal ini terjadi 

karena kesehatan jasmani dan rohani menjadi salah satu syarat utama bagi para pelamar. Selain 

itu, hak-hak memeroleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang termaktub dalam UU No.08 

Tahun 2016 masih belum terealisasi dengan baik. Belum ada peraturan pemerintah yang 

menjelaskan teknis rekrutmen bagi pekerja penyandang disabilitas, sehingga seluruh  instansi  

belum memiliki payung hukum pasti dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk 

memeroleh pekerjaan.  
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